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MASIH ADA POTENSI TERJADI

Praktik Politik Uang di Pilkada 2024

Sebab, berkaca data tren

putusan tindak pidana pe-

milihan secara nasional

tahun 2020 berdasarkan

pasal yang dilanggar Un-

dang-Undang (UU) No 10

Tahun 2016 tentang Pilka-

da, tercatat ada puluhan

kasus.

”Politik uang pasti selalu

ada. Permasalahannya bi-

sa direduksi atau tidak.

Kita sudah patroli, begitu

selesai patroli dan Panwas-

cam kembali ke kantornya,

terjadi lagi politik uang,”

ungkapnya dalam Forum

Koordinasi Sentra Gak-

kumdu di Makassar, Sula-

wesi Selatan, Kamis (27/6).

Ia menyebutkan, seba-

nyak 65 kasus kepala desa

atau pejabat Aparatur Sipil

Negara (ASN) melanggar

pasal 188, karena melaku-

kan tindakan meng-

untungkan atau merugi-

kan pasangan calon. Beri-

kutnya, 22 kasus melang-

gar pasal 187A ayat 1 yak-

ni memberi dan atau men-

janjikan uang dan atau

materi lainnya. 

Selain itu, ada 12 kasus

melanggar pasal 178B

memberikan suara lebih

dari sekali di satu atau le-

bih TPS. Kasus lainnya, 10

kasus melanggar pasal 187

ayat 3 yakni melanggar ke-

tentuan kampanye.

Kemudian, delapan ka-

sus melanggar pasal 187 ay-

at 2 ketentuan kampanye,

tujuh kasus melanggar pa-

sal 178A mengaku dirinya

sebagai orang lain meng-

gunakan hak pilih. Empat

kasus melanggar pasal

185B yakni PPS, PPK, KPU

provinsi, kabupaten kota ti-

dak melakukan verifikasi

dan rekapitulasi.

Empat kasus melanggar

pasal 185B yaitu PPS,

PPK, KPU provinsi, kabu-

paten kota tidak melaku-

kan verifikasi dan rekapit-

ulasi serta empat kasus

melanggar pasal 178C ayat

2 yakni menyuruh orang

lain yang tidak berhak

memilih memberikan

suara di satu TPS atau

lebih.

Empat kasus melanggar

pasal 198A menghalang-

halangi penyelenggara pe-

milihan dalam menjalan-

kan tugas, tiga kasus me-

langgar pasal 187A ayat 2

pemilih menerima imbalan

atau janji, pasal 187A ayat

4 mengacaukan, mengha-

langi atau menggangu

jalannya kampanye serta

19 kasus melanggar sejum-

lah pasal Undang-undang

Pilkada.

”Kenapa panitia KPPS

itu harus penduduk setem-

pat, maksudnya untuk me-

ngenal siapa yang akan di-

pilih, siapa yang memilih

pada saat itu. Inilah kemu-

dian teman-teman KPU

dan Bawaslu selektif me-

milih penyelenggara adhoc

di bawahnya, karena itu

penting,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk prak-

tik politik uang dalam hal

ini pemberi dan penerima

pada Pemilu 2024 hanya

pemberi yang dikenakan

pidana, sedangkan peneri-

ma tidak. Berbeda dengan

pemilihan, pemberi dan pe-

nerima sama-sama dike-

nakan pidana sama halnya

dihukum Islam.      (Ant)-f

TIMNAS INDONESIA TAMBAH KEKUATAN

Jens Raven Resmi Jadi WNI
JAKARTA (KR) - Pemain Timnas

Indonesia dipastikan bakal bertam-

bah kekuatannya usai Jens Ravens

diambil sumpah dan janjinya. Kepala

Kantor Wilayah Kemenkumham DKI

Jakarta R Andika Dwi Prasetya me-

mimpin pengambilan sumpah dan

janji setia pewarganegaraan Indone-

sia kepada Jens Raven di Kantor Ke-

menkumham DKI Jakarta, Jalan MT

Haryono Cawang Jakarta Timur,

Kamis (27/6).

Andika mengatakan, kewargane-

garaan memiliki peran yang vital bagi

keberlangsungan sebuah negara.

Oleh karena itu, hubungan antara

warga negara dan negara sebagai ins-

titusi yang menaunginya memiliki

aturan atau hubungan yang diatur

dengan peraturan yang berlaku di ne-

gara tersebut.

Andika berharap Jens Raven bisa

berkontribusi maksimal demi kema-

juan sepak bola Indonesia. ”Jadilah,

warga negara Indonesia (WNI) yang

taat dan patuh akan aturan-aturan

yang berlaku diantaranya menjaga

harkat martabat bangsa Indonesia,

menjaga nasionalisme, serta menjaga

persatuan dan kesatuan tanah air

Indonesia,” ucapnya.

Setelah diambil sumpah, Jens Ra-

ven  langsung melakukan pengambil-

an foto untuk kartu tanda penduduk

(KTP). Sebelumnya, pemain sepak bo-

la Calvin Ronald Verdonk juga resmi

menjadi WNI setelah mengambil

sumpah dan janji setia pewarganega-

raan Indonesia pada Selasa (4/6).

DPR RI telah menyetujui permo-

honan pemberian pertimbangan ke-

warganegaraan Republik Indonesia

kepada pemain sepak bola asal

Belanda Calvin Ronald Verdonk dan

Jens Raven pada Rapat Paripurna

DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V

Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta,

Selasa (4/6).

Ketua DPR RI Puan Maharani me-

ngatakan dalam pembahasan sebe-

lumnya di Komisi III dan Komisi X

DPR telah menyetujui proses natural-

isasi kedua atlet tersebut. Persetuju-

an kedua atlet menjadi warga negara

Indonesia (WNI) tersebut akan ditin-

daklanjuti sesuai dengan mekanisme

yang berlaku.

Calvin Ronald Verdonk yang ber-

usia 27 tahun merupakan pemain di

Liga Utama Belanda (Eredivisie) yang

memperkuat klub NEC Nijmegen dan

berposisi sebagai pemain bertahan. 

(Ant/Has)-f

ALAT BUKTI BELUM LENGKAP

Kejati Kembalikan Berkas Pegi ke Polda
BANDUNG (KR) - Kejaksaan

Tinggi Jawa Barat mengembalikan

berkas acara perkara Pegi Setiawan

(PS), tersangka utama kasus pembu-

nuhan Vina, kepada penyidik Di-

rektorat Reserse Kriminal Khusus

Polda Jabar. Pengembalian dilaku-

kan karena berkas perkara dinya-

takan belum lengkap.

Kasi Penerangan Hukum Kejati

Jabar Nur Sricahyawija di Bandung,

Kamis (27/6), mengatakan, berdasar-

kan hasil penelitian terhadap berkas

perkara PS tersebut, jaksa peneliti

masih menemukan beberapa alat

bukti yang belum lengkap. ”Hasil

penelitian jaksa pada tanggal 24 Juni

2024, tim jaksa peneliti sudah mengi-

rimkan pemberitahuan bahwa hasil

penelitian belum lengkap kepada tim

penyidik Polda Jabar,” jelasnya.

Cahya mengatakan, pemberita-

huan ke penyidik Polda Jabar telah

dilakukan pada Senin (24/6). Jaksa

penuntut umum juga akan menyu-

sun sejumlah petunjuk yang harus

dilengkapi penyidik Polda Jabar.

”Terkait berkas tersebut belum di-

kembalikan karena menurut undang-

undang masih diberikan kesempatan

untuk jaksa membuat petunjuk dan

akan dikirimkan ke teman-teman

Polda Jabar,” katanya.

Diungkapkan, salah satu keku-

rangan berkas perkara Pegi Setiawan

terkait alat bukti dan fakta berkas

yang perlu dilengkapi penyidik. ”Ber-

kas masih belum lengkap. Terdapat

kekurangan yang sifatnya materiil

dan formil terkait alat bukti dan fakta

berkas masih ada yang belum meme-

nuhi unsur,” kata Cahya.

Ditambahkan, dalam kasus ini ter-

dapat enam jaksa penuntut umum

yang akan melakukan penelitian ter-

hadap berkas yang dilimpahkan

penyidik Polda Jabar. ”Sesuai pem-

beritahuan lalu, jaksa yang menanga-

ni sebanyak enam orang. Tidak ada

penambahan, jaksa yang menangani

sudah sesuai,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Kamis (20/6)

pekan lalu, Polda Jabar menyerah-

kan berkas perkara kasus pem-

bunuhan Vina dan Muhammad Rizky

atau Eky di Cirebon ke Kejati Jabar.

Kepala Bidang Humas Polda Jabar

Komisaris Besar Polisi Jules Abra-

ham Abast mengatakan saat ini pe-

nyidik dari Direktorat Reserse Kri-

minal Umum telah merampungkan

berkas perkara Pegi untuk dilimpah-

kan ke Kejati Jabar.          (Ant/Has)-f

MAKASSAR (KR) - Ketua Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat
Bagja menyatakan, praktik politik uang
masih berpotensi terjadi pada Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27
November 2024. 

Menkeu: Belanja Bansos Capai Rp 70,5 T
JAKARTA (KR) - Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati melaporkan, belan-

ja Bantuan Sosial (Bansos) telah tereal-

isasi sebesar Rp 70,5 triliun hingga 31 Mei

2024. ”Belanja Bansos mencapai Rp 70,5

triliun, ini artinya terjadi kenaikan 12,7

persen dibandingkan Bansos tahun lalu

Rp 62,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam

konferensi pers APBN KiTa di Jakarta,

Kamis (27/6).

Peningkatan realisasi Bansos, menurut

Menkeu, didorong oleh penyaluran Bansos

Kartu Sembako periode Mei dan Juni yang

disalurkan sekaligus pada Mei. Secara rin-

ci, penyaluran Bansos yang dilakukan

Kementerian Sosial mencapai Rp 37,4 trili-

un untuk Program Keluarga Harapan

(PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi

18,7 juta KPM.

Penyaluran melalui Kementerian

Kesehatan tercatat Rp 19,3 triliun untuk

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kese-

hatan (PBI JKN) kepada 96,8 juta peserta.

Realisasi Bansos melalui Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tek-

nologi mencapai Rp 11,9 triliun untuk ban-

tuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi

8 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar

(KIP) Kuliah bagi 766,7 ribu mahasiswa.

Bansos melalui Kementerian Agama ter-

catat Rp 1,6 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta

siswa dan KIP Kuliah bagi 47.000 maha-

siswa. Sementara Bansos melalui Badan

Nasional Penanggulangan Bencana

(BNPB)  terealisasi Rp 100 miliar.

Secara keseluruhan, realisasi belanja

Pemerintah Pusat (BPP) pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

hingga 31 Mei 2024 tercatat Rp 824,3 trili-

un atau 33,4 persen dari pagu. Nilai itu

tumbuh 15,4 persen dibandingkan periode

yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).

Belanja yang disalurkan melalui ke-

menterian/lembaga (K/L) tercatat Rp 388,7

triliun atau 35,6 persen dari pagu. Semen-

tara belanja non-K/L tercatat Rp 435,6 tri-

liun atau 31,6 persen dari pagu, yang dipe-

ngaruhi oleh realisasi subsidi energi dan

pembayaran manfaat pensiun.

APBN pada Mei 2024 mengalami defisit

0,10 persen dengan nilai Rp 21,8 triliun.

Pendapatan negara tercatat Rp 1.123,5

triliun atau melambat 7,1 persen dan be-

lanja negara Rp 1.145,3 triliun atau tum-

buh 14 persen. (Ant/San)-d

KR-Antara/Syaiful Hakim

Petugas mengambil foto pemain sepakbola Jens Raven untuk pem-

buatan KTP usai pengambilan sumpah dan janji setia pewargane-

garaan Indonesia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang,

Jakarta Timur, Kamis (27/6/2024).


